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MOTO

Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang.1

(William J. Siegel)

! http://hitamputihkita.wordpress.com/2007/09/23/kumpulan-moto-hidup/
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RINGKASAN

Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Daerah Hasil Pemekaran
Menurut Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR,
DPD, Dan DPRD “Supervision By The Regional Representatives Council For
The Regional Expansion Based On Act Number 27 Of 2009 Regarding General
People Assembly, House Of Representatives Regional, Representatives Council,
And Assembly At Regional”; Boby Firman; 050710101025; 2012; 75 halaman;

Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dewan Perwakilan Daerah sejatinya adalah lembaga yang paling tahu dan
paham dengan kemampuan daerah dalam pengajuan pembentukan daerah otonom
baru melalui pemekaran daerah dan memperjuangkan di tingkat pusat demi
keberhasilan pembentukannya. Hal ini membuat Dewan Perwakilan Daerah
seharusnya yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan pembentukan
daerah, dan mengingat tidak ada kepentingan politik dalam setiap anggotanya,
yang ada hanya kepentingan kedaerahan saja. Tentu saja dengan pelaksanaan
kekuasaan yang dimilikinya, baik  sejak  pengajuan- usulan sampai dengan
keikutsertaan dalam pembahasan Rancangan Undang - Undang pembentukan
daerah hasil pemekaran dan dievaluasi melalui instrumen pengawasan yang pada
akhirnya hasil daripada pengawasan tersebut disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat, maka tujuan utama dari pembentukan daerah otonom baru
melalui pemekaran daerah akan tercapai, yaitu kesejahteraan rakyat. Tetapi dalam
pelaksanaannya Dewan Perwakilan Daerah hanya berperan sebagai badan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak lebih.

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut
adalah bagaimanakah tata cara dan syarat — syarat Pemekaran Daerah menurut
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

bagaimanakah kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengawasan Daerah
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Pemekaran. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui maksud
dari permasalahan yang dibahas.

Tujuan penelitian skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tujuan
umum dan tujuan khusus. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe
penelitian bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan
pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum
meliputi Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Pengaturan -mengenai tata cara pemekaran daerah tidak secara rinci
dijelaskan dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk syarat
— syarat pemekaran daerah diatur dalam Pasal 5 UU 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 8§ UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah disebutkan, “Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan
daerah sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur
dengan Peraturan Pemerintah”. PP yang dimaksud adalah PP Nomor 78 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Tata cara dan syarat — syarat pemekaran daerah dijelaskan dengan rinci dalam
Pasal 2 — Pasal 21 PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Dasar hukum kewenangan DPD dalam pengawasan Daerah Pemekaran
adalah Pasal 22D ayat (3) Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Pasal 224 ayat (1) huruf e pasal 224 UU Nomor 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pada kedua pasal tersebut menyebutkan
bahwa DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu antara

lain mengenai pemekaran daerah.
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